HUKUM ACARA PIDANA


Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam :
a.       Undang-undang nomor 1 tahun 1981
b.      Undang-undang nomor 8 tahun 1988
c.       Undang-undang nomor 8 tahun 1981
d.      Undang-undang nomor 7 tahun 1989

Penyidikan menurut KUHAP adalah :
a.       Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya
b.      Serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya
c.       Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan terdakwanya
d.      Serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan terdakwanya

Penyidik terdiri dari :
a.       Pejabat polisi Negara Republik Indonesia saja
b.      Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang
c.       Hanya pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
d.      Polisi dan PNS

Yang memiliki wewenang dalam membuat  surat dakwaan ialah :
a.       Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
b.      Penuntut umum
c.       PNS
d.      Penyidik

Dasar dilakukannya penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana ialah :
a.       Laporan korban
b.      Pengaduan korban
c.       Adanya bukti permulaan yang cukup
d.      Adanya barang bukti

Penangkapan dilakukan untuk paling lama ……….hari
a.       7
b.      3
c.       1
d.      14

Dibawah ini yang bukan merupakan jenis penahanan adalah :
a.       Penahanan rumah tahanan Negara
b.      Penahanan rumah
c.       Penahanan luar
d.      Penahanan kota

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan atas izin dari :
a.       Kapolres setempat
b.      Kepala desa atau ketua lingkungan setempat
c.       Ketua Pengadilan Negeri setempat
d.      Ketua Mahkamah Agung

Dibawah ini yang bukan merupakan alasan subyektif dilakukannya penahanan adalah :
a.       Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
b.      Adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri
c.       Dikhawatirkan tersangka akan merusak datau menghilangkan barang bukti
d.      Tersangka akan mengulangi tindak pidana

Jenis penahanan yang dikurangkan seperlimanya dari masa hukuman ialah :
a.       Penahanan rumah tahanan Negara
b.      Penahanan rumah
c.       Penahanan luar
d.      Penahanan kota

Dalam melakukan penggeledahan terdapat tempat-tempat dimana penyidik tidak boleh memasukinya kecuali dalam hal tertangkap tangan, tempat-tempat tersebut ialah :
a.       Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung upacara kenegaraan; ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan
b.      Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; ruang diman sedang berlangsung sidang pengadilan
c.       Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara kegamaan; ruang dimana sedang berlangsung sidang terbuka
d.      Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; ruang dimana selalu digunakan untuk sidang pengadilan

Sidang dalam praperadilan dipimpin oleh :
a.       Majelis hakim
b.      Hakim tunggal
c.       Majelis hakim yang terdiri atas tiga atau lima orang
d.      Hakim Ad hoc

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer (koneksitas), diperiksa dan diadili oleh :
a.       Peradilan Tata Usaha Negara
b.      Mahkamah Agung
c.       Peradilan Umum
d.      Peradilan Militer

Dapatkah penuntut umum mengubah surat dakwaan ?
a.       Dapat, dan hanya dilakukan satu kali selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai
b.      Dapat, dan hanya dilakukan satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
c.       Dapat, dan hanya dilakukan satu kali atas persetujuan dari terdakwa atau penasihat hukumnya
d.      Tidak dapat, karena berkas yang sudah dilimpahkannya ke pengadilan tidak dapat ditarik kembali

Dibawah ini adalah mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kecuali :
a.       Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
b.      Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa samapi derajat ketiga
c.       Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali
d.      Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah :
a.       Keterangan saksi, keterangan ahli. Surat, pengakuan, keterangan terdakwa
b.      Tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan, sumpah
c.       Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa
d.      Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, sumpah, keterangan terdakwa

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh :
a.       Kepolisian
b.      Jaksa
c.       Penasihat hukum
d.      Lembaga pemasyarakatan

Apabila dalam persidangan apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti sacara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, maka hakim menjatuhkan putusan berupa :
a.       Putusan onslaag
b.      Putusan Vrijspraak
c.       Putusan bebas
d.      Putusan pidana percobaan

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya praperadilan, yaitu :
a.       Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
b.      Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
c.       Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
d.      Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Acara pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya :
a.       Tujuh hari
b.      Empat belas hari
c.       Delapan belas hari
d.      Dua puluh satu hari

Di bawah ini merupakan ketentuan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, kecuali :
a.       Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana
b.      Terdakwa tidak dapat menunjuk seorang untuk mewakilinya di sidang
c.       Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan
d.      Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu

Dibawah ini adalah benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut KUHAP, kecuali :
a.       Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
b.      Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
c.       Benda lain yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan tindak pidana yang di lakukan
d.      Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana

Permintaan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh, kecuali :
a.       Penyidik
b.      Penuntut umum
c.       Pihak ketiga yang berkepentingan
d.      Terdakwa atau penasihat hukumnya

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh :
a.       Penyidik
b.      Terdakwa atau penasihat hukumnya
c.       Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan
d.      Terdakwa atau keluarganya

Apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka yang berwenang mengadili adalah :
a.       Pengadilan Negeri tempat tinggalnya di Indonesia
b.      Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
c.       Pengadilan Negeri tempat tinggalnya terakhir di Indonesia
d.      Bebas memilih Pengadilan Negeri mana saja

Seorang berhak memperoleh rehabilitasi dalam hal :
a.       Diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
b.      Ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orannya atau hukum yang diterapkan
c.       Jawaban a dan b benar
d.      Jawaban a dan b salah

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik secara :
a.       Lisan
b.      Tertulis
c.       Lisan maupun tertulis
d.      Tertulis melalui penasihat hukumnya

Dibawah ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyidikan, khususnya dalam hal pemeriksaaan saksi dan tersangka, kecuali :
a.       Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaaan di pengadilan
b.      Dalam pemeriksaan tersangaka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara
c.       Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya
d.      Dalam pemeriksaan tersangaka tidak didampingi oleh siapa pun termasuk oleh penasihat hukumnya

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :
a.       Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
b.      Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut dengan yang lain
c.       Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan
d.      Semua benar

Bila penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ternyata tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan maka akibatnya :
a.       Dapat dibatalkan
b.      Batal demi hukum
c.       Penuntut umum harus memperbaiki surat dakwaannya lagi
d.      Surat dakwaan tidak diterima

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara :
a.       Tindak pidana terorisme
b.      Tindak pidana korupsi
c.       Kesusilaan atau terdakwanya anak-anak
d.      Kekerasan dalam rumah tangga

Seorang hakim mengadili suatu perkara pidana, ternyata terdakwanya adalah mantan istrinya yang sudah dicerai tujuh tahun silam, maka hakim tersebut :
a.       Boleh mengundurkan diri
b.      Tetap mengadili karena hakim tidak boleh pandang bulu
c.       Tetap mengadili tetapi tidak boleh menjadi ketua sidang
d.      Wajib mengundurkan diri

Dibawah ini yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :
a.       Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
b.      Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali
c.       Semua salah
d.      Semua benar

Setelah penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang disebut :
a.       Pledooi
b.      Eksepsi
c.       Replik
d.      Duplik

Alat bukti petunjuk adalah :
a.       Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubunganya dengan isi dari alat pembuktian yang lain
b.      Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya
c.       Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
d.      Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

Petunjuk dapat diperoleh dari :
a.       Keterangan saksi, surat, keterangan ahli
b.      Keterangan saksi, persangkaan, keterangan terdakwa
c.       Keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa
d.      Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa

Hanya dengan keterangan terdakwa saja, dapatkah digunakan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
a.       Dapat, sepanjang dia mengakui tindak pidana yang dia lakukan
b.      Dapat, karena sudah termasuk alat bukti yang sah
c.       Tidak dapat, karena terdakwa bisa saja berbohong atau dalam tekanan
d.      Tidak dapat, karena keterangan terdakwa harus disertai alat bukti yang lain

Dalam hal apakah terdakwa di putus bebas ?
a.       Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
b.      Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
c.       Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
d.      Jika terdakwa telah mengakui perbuatan tindak pidana yang ia lakukan dan terdapat alasan pemaaf

Perkara apa yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat ?
a.       Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan
b.      Pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana
c.       Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan
d.      Perkara yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh :
a.       Terpidana atau keluarganya
b.      Terpidana atau penasihat hukumnya
c.       Jaksa Agung
d.      Menteri Hukum dan HAM

1.      Dasar dilakukannya penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana ialah :

A.     Laporan korban
B.     Pengaduan korban
C.    Adanya bukti permulaan yang cukup
D.    Adanya barang bukti

2.      Penangkapan dilakukan untuk paling lama ……….hari

A.     7
B.     3
C.    1
D.    14

3.      Dibawah ini yang bukan merupakan jenis penahanan adalah :

A.     Penahanan rumah tahanan Negara
B.     Penahanan rumah
C.    Penahanan luar
D.    Penahanan kota

4.      Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan atas izin dari :

A.     Kapolres setempat
B.     Kepala desa atau ketua lingkungan setempat
C.    Ketua Pengadilan Negeri setempat
D.    Ketua Mahkamah Agung

5.      Dibawah ini yang bukan merupakan alasan subyektif dilakukannya penahanan adalah :

A.     Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
B.     Adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri
C.    Dikhawatirkan tersangka akan merusak datau menghilangkan barang bukti
D.    Tersangka akan mengulangi tindak pidana

6.      Jenis penahanan yang dikurangkan seperlimanya dari masa hukuman ialah :

A.     Penahanan rumah tahanan Negara
B.     Penahanan rumah
C.    Penahanan luar
D.    Penahanan kota

7.      Dalam melakukan penggeledahan terdapat tempat-tempat dimana penyidik tidak boleh memasukinya kecuali dalam hal tertangkap tangan, tempat-tempat tersebut ialah :

a.      Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung upacara kenegaraan; ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan
b.      Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; ruang diman sedang berlangsung sidang pengadilan
c.      Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara kegamaan; ruang dimana sedang berlangsung sidang terbuka
d.      Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; ruang dimana selalu digunakan untuk sidang pengadilan

8.      Sidang dalam praperadilan dipimpin oleh :

A.     Majelis hakim
B.     Hakim tunggal
C.    Majelis hakim yang terdiri atas tiga atau lima orang
D.    Hakim Ad hoc

9.      Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer (koneksitas), diperiksa dan diadili oleh :

A.     Peradilan Tata Usaha Negara
B.     Mahkamah Agung
C.    Peradilan Umum
D.    Peradilan Militer

10.Dapatkah penuntut umum mengubah surat dakwaan ?

A.     Dapat, dan hanya dilakukan satu kali selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai
B.     Dapat, dan hanya dilakukan satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
C.    Dapat, dan hanya dilakukan satu kali atas persetujuan dari terdakwa atau penasihat hukumnya
D.    Tidak dapat, karena berkas yang sudah dilimpahkannya ke pengadilan tidak dapat ditarik kembali

11.Dibawah ini adalah mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kecuali :

A.     Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
B.     Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa samapi derajat ketiga
C.    Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali
D.    Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

12.Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh :

A.     Kepolisian
B.     Jaksa
C.    Penasihat hukum
D.    Lembaga pemasyarakatan

13.Apabila dalam persidangan apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti sacara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, maka hakim menjatuhkan putusan berupa :

A.     Putusan onslaag
B.     Putusan Vrijspraak
C.    Putusan bebas
D.    Putusan pidana percobaan

14.Dalam hukum acara pidana dikenal adanya praperadilan, yaitu :

A.     Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
B.     Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
C.    Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
D.    Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

15.Acara pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya :

A.     Tujuh hari
B.     Empat belas hari
C.    Delapan belas hari
D.    Dua puluh satu hari

16.Di bawah ini merupakan ketentuan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, kecuali :

A.     Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana
B.     Terdakwa tidak dapat menunjuk seorang untuk mewakilinya di sidang
C.    Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan
D.    Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu

17.Dibawah ini adalah benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut KUHAP, kecuali :

A.     Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
B.     Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
C.    Benda lain yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan tindak pidana yang di lakukan
D.    Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana

18.Permintaan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh, kecuali :

A.     Penyidik
B.     Penuntut umum
C.    Pihak ketiga yang berkepentingan
D.    Terdakwa atau penasihat hukumnya

19.       Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh :

A.     Penyidik
B.     Terdakwa atau penasihat hukumnya
C.    Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan
D.    Terdakwa atau keluarganya

20.       Apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka yang berwenang mengadili adalah :

A.     Pengadilan Negeri tempat tinggalnya di Indonesia
B.     Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
C.    Pengadilan Negeri tempat tinggalnya terakhir di Indonesia
D.    Bebas memilih Pengadilan Negeri mana saja

21.       Seorang berhak memperoleh rehabilitasi dalam hal :

A.     Diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
B.     Ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
C.    Jawaban a dan b benar
D.    Jawaban a dan b salah

22.       Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik secara :

A.     Lisan
B.     Tertulis
C.    Lisan maupun tertulis
D.    Tertulis melalui penasihat hukumnya

23.       Dibawah ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyidikan, khususnya dalam hal pemeriksaaan saksi dan tersangka, kecuali :

A.     Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaaan di pengadilan
B.     Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara
C.    Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya
D.    Dalam pemeriksaan tersangka tidak didampingi oleh siapa pun termasuk oleh penasihat hukumnya

24.       Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

A.     Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
B.     Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut dengan yang lain
C.    Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan
D.    Semua benar

25.       Bila penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ternyata tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan maka akibatnya :

A.     Dapat dibatalkan
B.     Batal demi hukum
C.    Penuntut umum harus memperbaiki surat dakwaannya lagi
D.    Surat dakwaan tidak diterima

26.       Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara :

A.     Tindak pidana terorisme
B.     Tindak pidana korupsi
C.    Kesusilaan atau terdakwanya anak-anak
D.    Kekerasan dalam rumah tangga

27.       Seorang hakim mengadili suatu perkara pidana, ternyata terdakwanya adalah mantan istrinya yang sudah dicerai tujuh tahun silam, maka hakim tersebut :

A.     Boleh mengundurkan diri
B.     Tetap mengadili karena hakim tidak boleh pandang bulu
C.    Tetap mengadili tetapi tidak boleh menjadi ketua sidang
D.    Wajib mengundurkan diri

28.       Dalam hal apakah terdakwa di putus bebas ?

A.     Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
B.     Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
C.    Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
D.    Jika terdakwa telah mengakui perbuatan tindak pidana yang ia lakukan dan terdapat alasan pemaaf

29.       Perkara apa yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat ?

A.     Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan (acara cepat)
B.     Pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana
C.    Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan
D.    Perkara yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun

30.       Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh :

A.     Terpidana atau keluarganya
B.     Terpidana atau penasihat hukumnya
C.    Jaksa Agung
D.    Menteri Hukum dan HAM

1. Menurut KUHAP, yang dimaksud dengan Laporan :
a. Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
b. Pemberitahuan dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada poisi tentang telah atau sedang atau diduga telah terjadi peristiwa pidana.
c. Pemeberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
d. Tertangkapnya seseorang beberapa saat sesudah ia melakukan kejahatan.

2. Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis – jenis hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Berikut ini adalah termasuk hukuman tambahan, kecuali :
a. Pencabutan hak – hak tertentu
b. Perampasan / Penyitaan barang – barang tertentu 
c. Pengumuman putusan hakim
d. Pidana denda

3. Undang – undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana adalah :
a. UU No. 18 Tahun 1981
b. UU No. 15 Tahun 1991
c. UU No. 8 Tahun 1981
d. UU No. 5 Tahun 1985

4. Penydik telah selesai menyidik suatu perkara, selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada :
a. Pengadilan Negeri
b. Tersangka
c. Kejaksaan / Penuntut Umum
d. Menunggu keputusan pengadilan

5. Peran Penasihat Hukum dalam KUHAP dalam mendampingi tersangka pada pemeriksaan penyidik adalah :
a. Ikut menentukan jalannya pemeriksaan
b. Bekerjasama dengan penyidik
c. Melihat dan mendengar pemeriksaan
d. Memberikan jawaban kepada penyidik




6. Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat diajukan oleh :
a. Jaksa Penuntut Umum
b. Majelis Hakim
c. Jaksa Agung
d. Terdakwa

7. Berikut ini adalah alas an – alas an yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam KUHAP, kecuali :
a. Apabila ditemukan / terdapat keadaan hukum ( novum ) baru
b. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam pemeriksaan
c. Apabila dalam putusan tersebut terdapat saling bertentangan
d. Apabila hukum pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam undang – undang.

8. Dalam pasal 22 ayat (1) KUHAP jenis penahanan yaitu :
a. Penahanan Rutan
b. Penahanan rumah dan penahanan kota
c. Penahanan badan
d. Jawaban a dan b benar

9. Umumnya penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan, namun penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah yaitu dalam hal :
a. Terdapat bukti permulaan yang cukup
b. Jika tersangka tidak mau bekerjasama dengan penyidik
c. Tersangka tertangkap tangan
d. Terdapat upaya tersangka untuk menghilangkan barang bukti

10. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berisi / memuat :
a. Tempat tindak pidana dilakukan
b. Waktu tindak pidana dilakukan
c. Unsur – unsur tindak pidana yang dilakukan
d. Jawaban a, b, dan c benar

11. Yang disebut sebagai tersangka adalah :
a. Seseorang yang karena perbuatannya patut diduga sebagai pelaku perbuatan pidana
b. Seseorang yang karena keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
c. Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
d. Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

12. Perkara pra peradilan adalah perkara yang pemeriksaannya termasuk cepat karena harus sudah diputuskan dalam waktu :
a. 14 hari
b. 17 hari
c. 7 hari
d. 4 hari

13. Yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah :
a. Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
b. Berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan terdakwa tersebut menurut hakim ternyata bukan termasuk sebagai perbuatan pidana
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a dan b salah

14. Dibawah ini adalah alat bukti yang sah menurut KUHAP, kecuali :
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Keterangan terdakwa
d. Keterangan saksi ahli

15. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah :
a. Perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana
b. Perkara  yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan / atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan.
c. Perkara yang pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah
d. Perkara kejahatan yang ancaman hukumnya lebih dari 5 tahun

16. Jaksa penuntut umum dapat mengajukan saksi yang memberatkan, saksi ini disebut :
a. Saksi a charge
b. Saksi a de charge
c. Saksi Testimonium de auditu
d. Saksi Mahkota

17. Tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi menurut KUHAP adalah :
a. 7 hari sejak putusan dijatuhkan
b. 14 hari setelah putusan diberikan kepada terdakwa
c. 14 hari setelah putusan dikirim ke Pengadilan Negeri
d. Tidak mengenal tenggang waktu


18. Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dapat diajukan oleh :
a. Tersangka, keluarga atau kuasanya
b. Tersangka dan jaksa
c. Tersangka dan keluarga korban dan jaksa
d. terdakwa

19. Berkas perkara yang dipelajari / diteliti olej penuntut umum ternyata belum lengkap. Untuk itu tindakan penuntut umum :
a. Melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan
b. Membuat surat dakwaan
c. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, disertai petunjuk
d. Menyidangkan perkara tersebut ke Pengadilan

20. Keterangan saksi ahli adalah apa yang saksi nyatakan di siding pengadilan mengenai hal :
a. Yang dilihat sendiri oleh terdakwa
b. Yang dialami sendiri oleh saksi
c. Yang didengar sendiri oleh terdakwa
d. Yang diketahui sendiri oleh penyidik

21. Yang dapat dijadikan alas an penangguhan penahanan, kecuali :
a. Tidak akan menghilangkan barang bukti
b. Tidak akan melarikan diri
c. Tidak akan mengulangi tindak pidana
d. Atas permintaan keluarga terdakwa

22. Penyidik dapat menahan tersangka tanpa perpanjangan paling lama :
a. 20 hari
b. 30 hari
c. 60 hari
d. 90 hari

23. Berapa lama waktu yang diperlukan bagi penyidik untuk mnenentukan sikap apakah seseorang tersangka yang ditangkap, akan diteruskan dengan penahanan atau tidak?
a. 2 hari
b. 1 hari
c. 1 minggu
d. 2 minggu

24. Yang dimaksud dengan istilah tertangkap tangan ( opheerterdaad ) menurut KUHAP adalah :
a. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan kejahatan
b. Tertangkapnya seseorang beberapa saat sesudah ia melakukan kejahatan
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a dan b salah
25. Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat dikenal dengan sebutan :
a. Justisiabelen
b. Pencari keadilan
c. Klien
d. Pasien 

26. Sesuai dengan Pasal 72 KUHAP dan Pasal 17 UU advokat, maka advokat :
a. Berhak mendampingi kliennya sejak ditangkap dan / atau ditahan
b. Berhak mendapat berkas / dokumen untuk kepentingan pembelaan kliennya
c. Berhak mendapatkan honorarium dari kliennya
d. Berhak setiap saat menghubungi kliennya

Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu
a. 20 hari
b. 14 hari
c. 7 hari
d. 3 hari
Jawaban C
Pasal 138(1)
Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segeramempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajibmemberithaukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

62. Penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi dalam waktu
a. 14 hari
b. 7 hari
c. 21 hari
d. 3 hari
Jawaban A
Pasal 138(2)
Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umummengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas harisejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikankembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.


63. Yang berwenang melakukan penyitaan sebagaimana dalam pasal 38 KUHAP adalah
a. Penyidik
b. Penuntut Umum
c. Penasehat Hukum
d. Jawaban a,b, dan c semua benar
Jawaban A
Pasal 38
Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketuapengadilan negeri setempat.
64. Menurut pasal 35 kecuali dalam halhal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat-saat
a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD
b. Tempat di mana sedang berlangsung upacara keagamaan
c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan
d. Jawaban a, b dan c semua
Jawaban D
Pasal 35
Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankanmemasuki:
Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis PermusyawaratanRakyat,Dewan Perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaanbenar Ruang dimana  Sedang berlangsung sidang pengadilan
65. Menurut pasal 86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadili
a. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
b. Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkan
c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
d. Pengadilan Negeri tempat tersangka berdomisili di Indonesia
Jawaban C
Pasal 86
Apabila seorang melakukan tindak
pidana di luar negeri yang dapat diadili
menurut hukum republik Indonesia
maka pengadilan negeri Jakarta pusat
yang berwenang mengadili.
66. Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahan yaitu:
a. Penahanan Rutan
b. Penahanan rumah dan penahanan kota
c. Penahanan badan
d. Jawaban a, b benar
Jawaban D
Pasal 22(1)
Jenis Penahanan dapat berupa:
Penahanan rumah tahanan negara
Penahanan rumah
Penahanan kota


67. Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak
a. Saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan
b. Setelah ditahan oleh Kejaksaan
c. Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negeri
d. Saat tersangka akan disidangkan pertama kali
Jawaban A
Pasal 69
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atauditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan undang-undang ini.


68. Mahkamah Agung berwenang melakukan penahan:
a. 110 hari
b. 100 hari
c. 90 hari
d. 60 hari
Jawaban A
Pasal 28
Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.


69. Dalam hal dakwaan kurang lengkap/sempurna. Pasal 144 KUHAP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Berapa kali dan kapan selambat-lambatnya harus sudah diserahkan kembali ke pengadilan sebelum sidang dimulai
a. Satu kali dan selambatlambatnya 7 hari
b. Dua kali dan selambatlambatnya 14 hari
c. Berkali-kali dan selambatlambatnya 7 hari
d. Tiga kali dan selambatlambatnya 7 hari
Jawaban A
Pasal 144(2)
Pengubahan surat dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali selambatlambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai


70. Alasan-alasan untuk kasasi menurut 253 KUHAP dibawah ini dibenarkan, kecuali:
a. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak  sebagaimana mestinya.
b. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan
c. Pengadilan melampaui batas wewenangnya
d. Berat ringannya hukuman atau besar-kecilnya jumlah denda yang dijatuhkan
Jawaban D
253 KUHAP
a. Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
b. Cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan
c. Pengadilan melampaui batas wewenangnya


71. Menurut Pasal 245 KUHAP berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi kepada panitera pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa
a. 7 Hari
b. 14 Hari
c. Tidak ada tenggang waktu
d. 30 hari
Jawaban B
Pasal 245
Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilanyang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empatbelas hari sesidah putusan pengadilan
yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.


72. Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu (236 KUHAP)
a. 7 hari sejak permintaan banding diajukan
b. 14 hari sejak permintaan banding diajukan
c. 30 hari sejak permintaan banding diajukan
d. A,b,c semuanya salah
Jawaban B
Pasal 236
Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak permintaan bandingdiajukan, panitera mengirimkan salinan putusan Perkara yang dimintakanbanding dan berkas perkara serta surat
bukti ke Pengadilan Tinggi
73. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHAP diajukan oleh
a. Jaksa Penuntut Umum
b. Majelis Hukum
c. Jaksa Agung
d. Terdakwa
Jawaban C
Jaksa Agung


74. Berikut ini adalah wewenag Praperadilan kecuali
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi
d. Sah atau tidaknya suatu penggeledahan
Jawaban D
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi
75. Pengurangan masa tahanan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan jenis tahanan itu sendiri (pasal 22 ayat 5 KUHAP, dimana semakin ringan jenis tahanan, semakin kecil jumlah pengurangannya. Untuk tahanan kota berapa jumlah pengurangan masa penahannya
a. Sama dengan jumlah masa tahanan
b. Setengah dari masa tahanan
c. Sepertiga dari masa tahanan
d. Seperlima dari masa tahanan
Jawaban D
Seperlima dari masa tahanan 20 Seorang saksi wajib mengucapkan sumpah/janji sebelum memberikan kesaksian (pasal 160 ayat 3 KUHAP).
76. Apa akibat hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah/janji:
a. Batal demi hukum
b. Gugur
c. Tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah
d. Hanya sebagai petunjuk bagi hakim
Jawaban D
Hanya sebagai petunjuk bagi hakim


77. Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka/terdakwa hakim harus memenuhi minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Prinsip minimum pembuktian tersebut adalah
a. Keyakinan hakim
b. Keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
c. Keyakinan hakim dan alat bukti
d. Keyakinan hakim dan pengakuan
Jawaban B
Pasal 183
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
78. Pasal 275 KUHAP mengatur masalah biaya perkara dan ganti kerugian. Dalam hal terpidana lebih dahulu satu orang dalam suatu tindak pidana, kepada siapa biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan
a. Secara sendiri-sendiri
b. Dibebankan secara berimbang
c. Dibebankan kepada negara
d. Tergantung tuntutan jaksa
Jawaban C
Pasal 275
Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biayaperkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.


79. Penggeledahan menurut pasal 33 KUHAP harus dengan izin
a. Ketua Pengadilan
b. Kajari
c. Ketua Pengadilan Negeri
d. Mahkamah Agung
Jawaban C
Pasal 33
Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalammelakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.


80. Penyitaan menurut Pasal 38 KUHAP dilakukan dengan izin
a. Kapolri
b. Ketua Pengadilan Negeri
c. Kejaksaan
d. Ketua Pengadilan Tinggi
Jawaban B
Pasal 38
Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketuapengadilan negeri setempat.


81. Dalam asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan sebagaimanan ketentuan pasal 67 KUHAP bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali
a. Putusan bebas
b. Putusan lepas
c. Jawaban a dan b semua benar
d. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Jawaban C
Pasal 67
Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusanpengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas darisegala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.


82. Berdasarkan ketentuan pasal 135 KUHAP penyidik dapat melakukan penggalian mayat. Adapun yang dimaksud dengan penggalian mayat adalah
a. Pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburannya
b. Penggalian dari tanah atau kuburan makam
c. Pengambilan mayat dari tempat pembakaran mayat maupun goa tempat penyimpaan mayat
d. Jawaban a, b dan c semua
benar
Jawaban A
Penjelasan Pasal 135
Yang dimaksud dengan penggalian mayat termasuk pengambilanmayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.


83. Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik menurut ketentuan pasal 113 dilakukan di tempat kediaman tersangka
a. Penyidik sendiri yang datang
b. Apabila tersangka dengan
alasan yang patut dan wajar yang tidak dapat datang
c. Tersangka bertempat tinggal jauh
d. Jawaban a dan b benar
Jawaban D
Pasal 113
Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patutmelakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.


84. Menurut pasal 19 KUHAP terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan penangkapan untuk
paling lama____hari
a. Satu hari
b. Dua puluh hari
c. Empat puluh hari
d. Enam puluh hari
Jawaban A
Pasal 19
Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untukpaling lama satu hari.


85. Menurut pasal 21 KUHAP dibawah ini terdapat beberapa alas an dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa,kecuali
a. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri
b. Tersangka atau terdakwa dikwatirkan akan menghilangkan barang bukti
c. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun
d. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana
Jawaban C
Pasal 21(1)
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorangtersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidanaberdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawtiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.


86. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecuali
a. Acara pemeriksaan biasa (152)
b. Acara pemeriksaan cepat (205)
c. Acara pemeriksaan luar biasa
d. Acara pemeriksaan singkat (203)
Jawaban C
Acara pemeriksaan luar biasa


87. Menurut pasal 233 KUHAP putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding oleh
a. Hanya penuntut umum
b. Hanya terdakwa
c. Penuntut umum atau terdakwa
d. Penuntut umum bersamasama
dengan terdakwa
Jawaban C
Pasal 233(5)
Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yangdiajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan olehpenuntut umum dan terdakwa sekaligus maka panitera wajibmemberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.


88. Berdasarkan pasal 89 KUHAP badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalah
a. Peradilan Militer
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Tata Usaha Negara
d. Peradilan Umum
Jawaban D
Pasal 89
Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.


89. Menurut pasal 31 (1) KUHAP penangguhan penahanan itu dapat dilakukan
a. Karena permintaan tersangka atau terdakwa dan permintaan itu disetujui instansi menahan dengan syarat-syarat dan jaminan yang ditetapkan
b. Adanya persetujuan dari tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan
c. Jawaban a, b benar
d. Adanya keyakinan tersangka atau terdakwa melarikan diri
Jawaban A
Pasal 31(1)
Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan dasar atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.


90. Menurut pasal 19 (2) dikatakan bahwa Tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap
a. tersangka yang melakukan
tindak pidana pelanggaran
b. Tersangka melakukan
kejahatan ringan
c. Tersangka melakukan
pelanggaran sedang
d. Jawaban a, b, dan c benar
Jawaban A
Pasal 19(2)
Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Dasar dilakukannya penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana ialah :

A.     Laporan korban
B.     Pengaduan korban
C.    Adanya bukti permulaan yang cukup
D.    Adanya barang bukti

2.      Penangkapan dilakukan untuk paling lama ……….hari

A.     7
B.     3
C.    1
D.    14

3.      Dibawah ini yang bukan merupakan jenis penahanan adalah :

A.     Penahanan rumah tahanan Negara
B.     Penahanan rumah
C.    Penahanan luar
D.    Penahanan kota

4.      Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan atas izin dari :

A.     Kapolres setempat
B.     Kepala desa atau ketua lingkungan setempat
C.    Ketua Pengadilan Negeri setempat
D.    Ketua Mahkamah Agung

5.      Dibawah ini yang bukan merupakan alasan subyektif dilakukannya penahanan adalah :

A.     Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
B.     Adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri
C.    Dikhawatirkan tersangka akan merusak datau menghilangkan barang bukti
D.    Tersangka akan mengulangi tindak pidana

6.      Jenis penahanan yang dikurangkan seperlimanya dari masa hukuman ialah :

A.     Penahanan rumah tahanan Negara
B.     Penahanan rumah
C.    Penahanan luar
D.    Penahanan kota

7.      Dalam melakukan penggeledahan terdapat tempat-tempat dimana penyidik tidak boleh memasukinya kecuali dalam hal tertangkap tangan, tempat-tempat tersebut ialah :

a.      Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung upacara kenegaraan; ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan
b.      Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; ruang diman sedang berlangsung sidang pengadilan
c.      Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara kegamaan; ruang dimana sedang berlangsung sidang terbuka
d.      Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah; tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan; ruang dimana selalu digunakan untuk sidang pengadilan

8.      Sidang dalam praperadilan dipimpin oleh :

A.     Majelis hakim
B.     Hakim tunggal
C.    Majelis hakim yang terdiri atas tiga atau lima orang
D.    Hakim Ad hoc

9.      Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer (koneksitas), diperiksa dan diadili oleh :

A.     Peradilan Tata Usaha Negara
B.     Mahkamah Agung
C.    Peradilan Umum
D.    Peradilan Militer

10.Dapatkah penuntut umum mengubah surat dakwaan ?

A.     Dapat, dan hanya dilakukan satu kali selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai
B.     Dapat, dan hanya dilakukan satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
C.    Dapat, dan hanya dilakukan satu kali atas persetujuan dari terdakwa atau penasihat hukumnya
D.    Tidak dapat, karena berkas yang sudah dilimpahkannya ke pengadilan tidak dapat ditarik kembali

11.Dibawah ini adalah mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kecuali :

A.     Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
B.     Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa samapi derajat ketiga
C.    Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali
D.    Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

12.Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh :

A.     Kepolisian
B.     Jaksa
C.    Penasihat hukum
D.    Lembaga pemasyarakatan

13.Apabila dalam persidangan apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti sacara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, maka hakim menjatuhkan putusan berupa :

A.     Putusan onslaag
B.     Putusan Vrijspraak
C.    Putusan bebas
D.    Putusan pidana percobaan

14.Dalam hukum acara pidana dikenal adanya praperadilan, yaitu :

A.     Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
B.     Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
C.    Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
D.    Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

15.Acara pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya :

A.     Tujuh hari
B.     Empat belas hari
C.    Delapan belas hari
D.    Dua puluh satu hari

16.Di bawah ini merupakan ketentuan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, kecuali :

A.     Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana
B.     Terdakwa tidak dapat menunjuk seorang untuk mewakilinya di sidang
C.    Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan
D.    Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu

17.Dibawah ini adalah benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan menurut KUHAP, kecuali :

A.     Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
B.     Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
C.    Benda lain yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan tindak pidana yang di lakukan
D.    Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana

18.Permintaan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh, kecuali :

A.     Penyidik
B.     Penuntut umum
C.    Pihak ketiga yang berkepentingan
D.    Terdakwa atau penasihat hukumnya

19.       Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh :

A.     Penyidik
B.     Terdakwa atau penasihat hukumnya
C.    Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan
D.    Terdakwa atau keluarganya

20.       Apabila seorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka yang berwenang mengadili adalah :

A.     Pengadilan Negeri tempat tinggalnya di Indonesia
B.     Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
C.    Pengadilan Negeri tempat tinggalnya terakhir di Indonesia
D.    Bebas memilih Pengadilan Negeri mana saja

21.       Seorang berhak memperoleh rehabilitasi dalam hal :

A.     Diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
B.     Ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
C.    Jawaban a dan b benar
D.    Jawaban a dan b salah

22.       Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik secara :

A.     Lisan
B.     Tertulis
C.    Lisan maupun tertulis
D.    Tertulis melalui penasihat hukumnya

23.       Dibawah ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penyidikan, khususnya dalam hal pemeriksaaan saksi dan tersangka, kecuali :

A.     Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaaan di pengadilan
B.     Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara
C.    Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya
D.    Dalam pemeriksaan tersangka tidak didampingi oleh siapa pun termasuk oleh penasihat hukumnya

24.       Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

A.     Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
B.     Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut dengan yang lain
C.    Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan
D.    Semua benar

25.       Bila penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ternyata tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan maka akibatnya :

A.     Dapat dibatalkan
B.     Batal demi hukum
C.    Penuntut umum harus memperbaiki surat dakwaannya lagi
D.    Surat dakwaan tidak diterima

26.       Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara :

A.     Tindak pidana terorisme
B.     Tindak pidana korupsi
C.    Kesusilaan atau terdakwanya anak-anak
D.    Kekerasan dalam rumah tangga

27.       Seorang hakim mengadili suatu perkara pidana, ternyata terdakwanya adalah mantan istrinya yang sudah dicerai tujuh tahun silam, maka hakim tersebut :

A.     Boleh mengundurkan diri
B.     Tetap mengadili karena hakim tidak boleh pandang bulu
C.    Tetap mengadili tetapi tidak boleh menjadi ketua sidang
D.    Wajib mengundurkan diri

28.       Dalam hal apakah terdakwa di putus bebas ?

A.     Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
B.     Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
C.    Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
D.    Jika terdakwa telah mengakui perbuatan tindak pidana yang ia lakukan dan terdapat alasan pemaaf

29.       Perkara apa yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat ?

A.     Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan (acara cepat)
B.     Pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana
C.    Perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan
D.    Perkara yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun

30.       Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh :

A.     Terpidana atau keluarganya
B.     Terpidana atau penasihat hukumnya
C.    Jaksa Agung
D.    Menteri Hukum dan HAM

      KUHAP mengenal sistem:

Inquisitoir.
Accusatoir.
Herzienning.
Jawaban a dan b benar.
Jawaban:D

Penjelasan:

Dalam hal Accusatoir,dapat dilihat dari adanya kebebasan yang diberikan kepada Tersangka/ Terdakwa, khususnya untuk mendapatkan bantuan hukum, dimana Asas Accusatoir memberikan kedudukan yang sama pada Tersangka/ terdakwa terhadap Penyidik/ Penuntut Umum atau pun Hakim, oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan, Tersangka/ terdakwa itu bukanlah sebagai objekpemeriksaan.Lain halnya dengan hal Inquisitoir,yang menjadikan Tersangka sebagaiobjek dalam pemeriksaan pendahuluan



2.             Asas Praperadilan artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya…, kecuali:

a.       Penangkapan.

b.      Penahanan.

c.       Penistaan.

d.      Ganti rugi atau rehabilitasi.

Jawaban: C

Penjelasan:

Kewenangan Praperadilan bersumber dari Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP.



3.             Asas-asas yang tidak tersurat akan tetapi tersirat dalam KUHAP adalah:

a.       Asas praduga tak bersalah.

b.      Asas pemeriksaan secara langsung.

c.       Asas personalitas aktif.

d.      Asas rehabilitasi atas salah tangkap.

Jawaban: C

Penjelasan: Asas Personalitas aktif adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia.



4.             Kewenangan Penyidik karena kewajibannya, kecuali:

a.       Menerima laporan/pengaduan.

b.      Menangkap seseorang tanpa surat resmi.

c.       Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

d.      Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Jawaban: B



5.             Dalam KUHAP, Penyelidik segera melakukan tindakan penyelidikan sejak Penyelidik:

a.       Mengetahui suatu peristiwa kejahatan.

b.      Mengetahuikelalaian seseorang.

c.       Menerima laporan mengenai suatu pelanggaran.

d.      Jawaban a dan c benar.

Jawaban: D



6.             Salah satu alasan penghentian penyidikan adalah:

a.      Jika tidak terdapat cukup bukti.

b.      Tidak adanya surat tugas/perintah.

c.       Demi kepentingankeluargatersangka.

d.      Peristiwayang diselidiki tersebut bukan merupakankejahatan berat

Jawaban: A



7.             Gugatan Praperadilan dapat diajukan ke Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, kecuali:

a.       Sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan.

b.      Sah/tidaknya penghentian penyidikan.

c.       Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan kuasanya.

d.      Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi.

Jawaban: C



8.             Penyidik dalam menggunakan wewenangnya untuk menggeledah rumah, adalah:

a.       Berpangkat minimal Kapten.

b.      Disaksikan oleh minimal 1 (satu) orangsaksi.

c.       Menunjukkan KTP terhadap Ketua RT.

d.      Ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempat

Jawaban: D



9.             Pada Pasal berapa bantuan hukum terhadap Tersangka/ Terdakwa diatur dalam KUHAP:

a.       Pasal 50-68 KUHAP.

b.      Pasal 75 KUHAP.

c.       Pasal 69 – 74 jo. Pasal 54 KUHAP.

d.      Pasal 76 KUHAP.

Jawaban: C



10.         Kewenangan untuk melakukan penahanan dimiliki oleh instansi-instansi di bawah ini, kecuali:

a.      Jaksa.

b.      Penuntut umum.

c.       Penyidik atas perintahPenyidik yangberwenang.

d.      Hakim.

Jawaban: A

Penjelasan: dalam hal yang berwenang melakukan penahanan adalah sesuai dengan Pasal20 KUHAP.



11.         Berapa lama waktu penahanan yang diperiukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidik ditambah waktu perpanjangannya:

a.       14 (empat belas) hari.

b.      40 (empat puluh) hari.

c.       20 (dua puluh) hari.

d.      60 (enam puluh) hari.

Jawaban: D

Penjelasan: Sesuaidengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP



12.         Berapa jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dari saat penyidikan, penuntutan, tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung?:

a.       120 (seratus dua puluh) hari.

b.      360 (tiga ratus enam puluh) hari.

c.       240 (dua ratus empatpuluh) hari.

d.      400 (empat ratus) hari.

Jawaban: D



13.         Di bawah ini termasuk hak Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan, kecuali:

a.       Hak untuk menghubungi penasehat hukum.

b.      Meminta secara langsung agar dapat mengunjungi familinya.

c.       Hak untuk menerima kunjuhgan dokter.

d.      Hak untuk menghubungi rohaniawan.

Jawaban: B



14.         Apakah sistem yang dianut dalam pembuktian menurut KUHAP?:

a.       Pembuktian oleh Penuntut Umum dan Tersangka/ Terdakwa.

b.      Pembuktian oleh Tersangka/ Terdakwa.

c.       Pembuktian oleh Penuntut Umum.

d.      Pembuktian oleh penyidik kepolisian.

Jawaban: C



15.         Di bawah iniyang merupakan isi surat dakwaan adalah:

a.       Motif Terdakwa melakukan perbuatan pidana.

b.      Keterangan mengenai waktu dan tempat dimana perbuatan itu dilakukan.

c.       Keadaan Terdakwa melakukan perbuatan itu.

d.      Kesimpulan Terdakwa bersalah atau tidak.

Jawaban: A



16.         Bagi Hakim, surat dakwaan berfungsi sebagai:

a.       Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan.

b.      Dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

c.       Menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang.

d.      Jawaban a, b, dan c benar.

Jawaban: A



17.         Sidang perkara Praperadilan dipimpin oleh:

a.       Hakim Majelis.

b.      Hakim Anggota.

c.       Hakim Tunggal.

d.      Panitera Pengganti.

Jawaban: C

Penjelasan: Sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) KUHAP.



18.         Perubahan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya:

a.       2 (dua) harisebelum sidang dimulai.

b.      5 (lima) hari sebelum sidang dimulai.

c.       3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

d.      7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.

Jawaban: D

Penjelasan: Sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP.



19.         Upaya Hukum luar biasa adalah:

a.       Kasasi demi kepentingan hukum.

b.      Praperadilan.

c.       Peninjauan Kembali.

d.      Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali.

Jawaban: D

Penjelasan: Sesuai dengan Bab XVIII Pasal 259 s/d Pasal 269 KUHAP.



20.         Perkara ditutup demi hukum apabila:

a.       Diputus bebas oleh pengadilan.

b.      Tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan.

c.       Terdakwa meninggal dunia.

d.      Surat dakwaan tidak jelas.

Jawaban: C



21.         Pejabat/instansi berikut merupakan pejabat/ instansi yang berwenang melakukan penahanan, kecuali:

a.       Penyidik atau penyidik pembantu.

b.      Pejabat Negara.

c.       Penuntut umum.

d.      Hakim.

Jawaban: B



22.         Berapa jangka waktu untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara setelah putusan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa?:

a.       7 (tujuh hari) hari.

b.      Tidak ada tenggang waktu.

c.       14 (empat belas) hari.

d.      30 (tiga puluh) hari.

Jawaban: C



23.         Dalam hal terjadi sengketa mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Relatif) antara lembaga peradilan yang satu dengan lembaga peradilan yang lain,maka yang berwenang memutuskan sengketa tersebut adalah:

a.       Pengadilan Negeri.

b.      Mahkamah Agung.

c.       Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

d.      Mahkamah Militer Tinggi.

Jawaban: C

Penjelasan: Apabila terjadi sengketa tentang wewenang mengadili, Pasal 151 telah menentukan tata cara penyelesaian dan telah ditentukan instansi yang berwenang memutus penyelesaian persengketaan:

(1)    Pengadilan Tinggi memutus sengketa wewenang mengadili yang terjadi antara dua atau lebih Pengadilan Negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan,

(2)    Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir tentang semua sengketa mengadili: a. Antara pengadilan suatu lingkungan dengan lingkungan Pengadilan lain, b. Sengketa antara dua Pengadilan Negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang lain, c. Sengketa antara dua Pengadilan Tinggi atau lebih.



24.         Alat bukti yang di bawah ini yang tidak diatur dalam KUHAP adalah:

a.       Keterangan saksi

b.      Pengakuan Terdakwa

c.       Surat

d.      Petunjuk

Jawaban: B



25.         Berikut ini adalah, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang diatur dalam KUHAP, kecuali:

a.       Apabila ditemukan/terdapat keadaan hukum (novum) baru.

b.      Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam pemeriksaan.

c.       Apabila dalam putusan tersebut terdapat saling bertentangan.

d.      Apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari ancaman maksimal dalam UU.


Jawaban: D
